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Abstract 

 
General Background: Good governance requires efficient, transparent, accountable, and 

participatory administration capable of delivering citizen-oriented services. Specific Background: 

Although Indonesia has recorded progress in national reform indicators and electronic government 

development, local authorities remain the most frequently reported institutions in maladministration 

complaints, reflecting persistent disparities in service quality. Knowledge Gap: Previous studies 

largely examined individual jurisdictions and did not systematically integrate reform mechanisms 

with the enabling and inhibiting conditions shaping implementation across local government 

contexts. Aims: This study analyzes how bureaucratic reform supports service delivery and 

identifies the factors determining its implementation in Indonesian local governments. Results: 

Qualitative library research was conducted using legislation, official government reports, 

academic literature, and content analysis grounded in New Public Management and good 

governance. The analysis identifies eight interconnected mechanisms: institutional restructuring, 

merit-based personnel management, performance accountability, digital transformation, service 

standardization, innovation, integrated oversight, and citizen satisfaction orientation. 

Transformational leadership, apparatus competence and integrity, cross-sector coordination, 

public participation, and regulatory consistency facilitate implementation. Conversely, 

patrimonial administrative culture, resistance to change, fiscal limitations, and inadequate 

digital infrastructure constrain sustainable implementation, particularly in resource-limited and 

remote areas. Novelty: The study develops an integrated, context-sensitive framework connecting 

structural reform mechanisms with their enabling and inhibiting conditions rather than 

examining isolated regional cases. Implications: Local authorities should reinforce leadership 

commitment, merit-based staffing, collaborative coordination, citizen feedback, and adaptive 

digital strategies, while central government should provide affirmative fiscal support and 

infrastructure development for disadvantaged regions. 

 
Highlights: 

Institutional restructuring, merit systems, accountability, digitalization, standardization, 

innovation, oversight, and citizen satisfaction form an integrated framework. 

Transformational leadership, competent personnel, interagency coordination, citizen 

participation, and regulatory consistency enable implementation. 

Patrimonial culture, employee resistance, fiscal limitations, and inadequate technology 

infrastructure obstruct sustainable delivery. 
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Pendahuluan 

Di era globalisasi yang ditandai dengan percepatan arus informasi, teknologi, dan persaingan antarnegara menjadikan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai prasyarat fundamental bagi kemajuan suatu negara. Konsep good 

governance yang diperkenalkan secara luas oleh United Nations Development Programme (UNDP) menekankan pentingnya 

efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan [1]. Bank Dunia (World 

Bank) dalam berbagai laporannya juga secara konsisten mengaitkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [2]. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi muncul bukan sekadar 

pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan yang dihadapi hampir semua negara baik maju maupun berkembang untuk 

merespons dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. 

 
Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pembaruan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia 

aparatur, serta ketatalaksanaan [3]. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang profesional, 

berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat [4]. Kualitas 

pelayanan publik menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintahan, sekaligus menjadi faktor 

penentu kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah [5]. Dalam perspektif New Public Management 

(NPM), birokrasi pemerintah dituntut untuk beroperasi layaknya sektor swasta yang berorientasi pada hasil, efisiensi, dan 

kepuasan pelanggan (citizen-centric governance) [6]. 

 
Indonesia sebagai negara berkembang dan struktur pemerintahan yang terdesentralisasi memiliki tantangan tersendiri 

dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Pemerintah Indonesia telah menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu 

agenda prioritas nasional, yang diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025 [7] dan diperkuat dengan berbagai Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi. Target ambisius yang dicanangkan adalah terwujudnya pemerintahan berkelas dunia (world-class government) 

pada tahun 2025, yang dicirikan oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang 

prima. Berbagai program telah dicanangkan, mulai dari penataan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia aparatur 

sipil negara (ASN), hingga penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja secara nasional. 

 
Secara nasional, tren pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun 

belum merata. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mencatat bahwa rata-

rata Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di kementerian/lembaga meningkat signifikan dari 52,31 pada tahun 2014 menjadi 

76,81 pada tahun 2023 [8]. Pada tingkat provinsi, rata-rata IRB tahun 2024 mencapai 74,63, sementara kabupaten/kota 

mencatat rata-rata 69,46, meningkat 10,14 poin dari tahun sebelumnya [9]. Di tingkat internasional, Indonesia mencatat 

kemajuan di mana peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) naik dari posisi ke-107 pada tahun 2017 

menjadi ke-64 pada tahun 2024, menempatkan Indonesia pertama kalinya dalam kategori negara dengan EGDI sangat tinggi 

(very high EGDI) [10]. Capaian-capaian tersebut mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan secara 

nasional telah berjalan pada koridor yang tepat. 

 
Namun di balik capaian-capaian positif tersebut, terdapat permasalahan pada implementasi reformasi birokrasi di tingkat 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Akan tetapi, data dari Ombudsman Republik Indonesia 

menunjukkan bahwa pada tahun 2024, instansi pemerintah daerah menjadi pihak terlapor terbanyak dalam aduan 

maladministrasi, yakni mencapai 45,88% dari total 10.846 aduan yang diterima Ombudsman sepanjang tahun meningkat 

dari 8.452 aduan pada tahun 2023 [11]. Tiga jenis maladministrasi yang mendominasi adalah penundaan berlarut (33,86%), 

tidak memberikan pelayanan (30,31%), dan penyimpangan prosedur (20,61%) [11], yang secara langsung mencerminkan 

masih rendahnya kualitas pelayanan publik di sejumlah pemerintah daerah. 

 
Data Ombudsman RI tahun 2023 juga mengungkap gambaran yang tidak jauh berbeda. Sepanjang 2023, Ombudsman 

menangani 26.461 kasus pelayanan publik, di mana sebesar 40,38% dari laporan yang diterima terindikasi mengandung 

maladministrasi [12]. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kualitas pelayanan publik di daerah bukan sekadar keluhan yang 

bersifat insidental, melainkan persoalan sistemik yang terus berulang. Indikator ini mempertegas adanya kesenjangan yang 

signifikan antara harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dengan realitas mulai 

dari prosedur yang berbelit, kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, kompetensi SDM aparatur yang belum 

merata, hingga minimnya inovasi layanan.. 

 
Tantangan reformasi birokrasi di pemerintah daerah bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. 

Faktor kepemimpinan daerah, kapasitas aparatur, ketersediaan anggaran, serta komitmen terhadap transformasi digital 

menjadi variabel-variabel yang saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan reformasi. Penilaian Kepatuhan Standar 

Pelayanan yang dilaksanakan Ombudsman RI tahun 2023 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 

pemerintah kota, dan 415 kabupaten menunjukkan bahwa meski terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang 

masuk zona hijau (kualitas tinggi), masih terdapat sejumlah daerah yang berada pada zona merah dan kuning [13]. 

Fenomena ini juga diperparah oleh disparitas kapasitas antardaerah yang cukup lebar, di mana daerah-daerah dengan 

sumber daya terbatas kerap kesulitan mengimplementasikan standar pelayanan yang dipersyaratkan. 

 
Urgensi penelitian ini terletak pada evaluasi kritis terhadap sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan 

agenda reformasi secara nyata dan berdampak bagi masyarakat. Meskipun data nasional menunjukkan tren peningkatan 

IRB, kesenjangan antara capaian di tingkat pusat dan daerah masih cukup signifikan sehingga diperlukan kajian yang secara 
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spesifik mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong reformasi di tingkat lokal. Tingginya proporsi pengaduan 

maladministrasi yang tertuju pada pemerintah daerah sebagaimana dilaporkan Ombudsman RI juga menegaskan bahwa 

perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan yang 

operasional bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah menuju pelayanan publik yang prima, responsif, dan 

berkeadilan 

 
Arman dkk., (2024) dalam Journal of Gobvernance and Local Politics menganalisis capaian reformasi birokrasi di Kabupaten 

Bima dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut berfokus pada empat aspek utama, yaitu 

transparansi administrasi publik, penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, optimalisasi pelayanan publik, 

dan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berbasis teknologi informasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa 

implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bima telah menunjukkan kemajuan yang terukur, khususnya dalam hal 

adopsi aplikasi e-government yang berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pemerintah, sebagaimana 

ditandai dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih 

mengemuka, seperti adanya penyimpangan dalam prosedur seleksi pegawai dan masih tingginya pengaduan masyarakat 

terkait kualitas pelayanan publik yang mengindikasikan perlunya langkah-langkah komprehensif untuk memastikan 

keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh [14]. 

 
Sementara itu, Ami Dwi Wijayanti dkk., dalam Journal of Governance and Public Administration menganalisis peran 

reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi prinsip-prinsip good governance, 

transformasi digital, dan pengembangan kapasitas birokrasi di Provinsi Jawa Timur menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa upaya reformasi birokrasi di Jawa Timur telah berhasil mendorong 

peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta dampak 

terukur terhadap kualitas layanan dan pengentasan kemiskinan melalui transformasi digital yang menjadikan layanan lebih 

aksesibel, cepat, dan transparan [15]. Kedua kajian terdahulu tersebut memiliki keterbatasan yang serupa, yakni berfokus 

pada analisis deskriptif pada satu wilayah tunggal dengan pendekatan kualitatif, sehingga temuan-temuannya sulit 

digeneralisasikan secara lebih luas. Keduanya juga belum secara eksplisit mengidentifikasi dan menguji faktor-faktor 

spesifik yang secara sistematis memengaruhi efektivitas implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

 
Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dibandingkan kajian-kajian terdahulu dalam beberapa dimensi. 

Pertama, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan capaian reformasi birokrasi di satu daerah, melainkan secara analitis 

mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang secara sistematis memengaruhi efektivitas implementasi reformasi birokrasi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini menggunakan analisa kebijakan 

sehingga mampu menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kesenjangan antara desain kebijakan reformasi 

birokrasi yang bersifat top-down dengan realitas implementasinya di tingkat lokal. Ketiga, penelitian ini mengembangkan 

kerangka analisis berbasis teori New Public Management (NPM) dan good governance yang secara spesifik 

dikontekstualisasikan pada dinamika pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu 

mengisi celah teoritis sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional dan kontekstual bagi pemerintah 

daerah dalam mengakselerasi agenda reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang prima. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pada 

pemerintah daerah, termasuk mengidentifikasi dimensi-dimensi reformasi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di pemerintah daerah, baik faktor-faktor yang bersifat pendorong (enabling factors) maupun faktor-faktor 

yang menjadi penghambat (inhibiting factors) dalam proses implementasi kebijakan reformasi tersebut. Melalui kedua 

tujuan penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi ilmiah yang memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, 

sekaligus menyediakan landasan teoritis yang kuat bagi para pemangku kebijakan dalam merancang strategi percepatan 

reformasi birokrasi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yakni 

suatu metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan analisis utama tanpa melibatkan pengumpulan 

data lapangan berupa kuesioner maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumen kebijakan 

resmi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025, Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, serta laporan resmi instansi seperti Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPANRB 

dan Laporan Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI. Data sekunder meliputi buku teks ilmu administrasi publik, 

artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Sedangkan data tersier 

mencakup ensiklopedia, glosarium, dan indeks konsep administrasi publik yang berfungsi sebagai referensi pendukung 

dalam memperjelas definisi dan konstruk teoretis. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, 

inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi seluruh bahan pustaka berdasarkan relevansinya dengan fokus permasalahan 

penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis 

kritis-interpretatif berbasis kerangka teori New Public Management (NPM) dan good governance, guna menelaah secara 

mendalam peran reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor-faktor 
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yang memengaruhi efektivitas implementasinya di tingkat pemerintah daerah. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Peran Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada 

Pemerintah Daerah 

Reformasi birokrasi merupakan sebuah instrumen transformasi struktural yang bertujuan mengubah paradigma 

penyelenggaraan pemerintahan dari model birokrasi weberian yang kaku dan hierarkis menuju model birokrasi yang 

adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented bureaucracy) [16]. Dalam perspektif teori New Public 

Management (NPM) yang dikembangkan oleh Hood (1991) dan kemudian diperluas oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam 

konsep "reinventing government" menuntut birokrasi pemerintah untuk meninggalkan pendekatan rule-based yang semata-

mata menekankan kepatuhan prosedural, dan beralih menuju pendekatan performance-based yang mengutamakan efisiensi, 

efektivitas, dan kepuasan warga negara sebagai pelanggan (citizen-as-customer) [17]. Di tingkat pemerintah daerah, 

transformasi paradigmatik ini menjadi semakin mendesak mengingat kedekatan struktural antara aparatur dan masyarakat 

yang dilayani, sehingga setiap deviasi dalam kualitas pelayanan langsung berdampak pada legitimasi pemerintah di mata 

publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi di pemerintah daerah bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah 

imperatif politik-demokratis yang menentukan tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintahan lokal secara 

keseluruhan. 

 
Salah satu dimensi utama reformasi birokrasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di 

pemerintah daerah adalah penataan kelembagaan (institutional arrangement). Hal ini mencakup restrukturisasi organisasi 

perangkat daerah agar lebih proporsional, efisien, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan masyarakat [18]. Dalam 

perspektif teori organisasi, Mintzberg (1979) menegaskan bahwa struktur organisasi yang tepat merupakan prasyarat bagi 

efektivitas kinerja [19]. Struktur yang gemuk dan berlapis-lapis akan menciptakan inefisiensi birokrasi berupa pemanjangan 

rantai komando (chain of command) yang pada akhirnya memperlambat proses pengambilan keputusan dan respons 

terhadap kebutuhan publik. Kebijakan penyederhanaan birokrasi (delayering) melalui penghapusan jabatan eselon III dan IV 

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri PANRB merupakan implementasi konkret dari prinsip penataan 

kelembagaan ini. Penataan kelembagaan yang tepat di pemerintah daerah merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan 

dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. 

 
Reformasi manajemen SDM aparatur sipil negara (ASN) menjadi variabel kritis yang menentukan keberhasilan peningkatan 

kinerja pelayanan. Teori human capital yang dikembangkan oleh Becker (1964) menegaskan bahwa investasi pada kualitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi akan secara proporsional 

meningkatkan produktivitas dan kualitas output yang dihasilkan [20]. Prinsip ini berlaku sepenuhnya dalam konteks 

aparatur pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan publik. Implementasi sistem merit (merit system) dalam 

manajemen ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

merupakan langkah reformatif yang fundamental. Sistem ini menjamin bahwa penempatan, promosi, dan pengembangan 

aparatur didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan pada pertimbangan politis atau nepotisme yang selama ini menjadi 

salah satu sumber disfungsi birokrasi daerah [21]. Penerapan merit system yang konsisten akan menghasilkan aparatur 

yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas dan memiliki etos pelayanan (service ethos) yang tinggi. 

Dengan demikian, reformasi manajemen SDM aparatur yang dilaksanakan secara konsisten dan berbasis merit di 

pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat 

dalam bentuk peningkatan kualitas, kecepatan, dan keadilan pelayanan publik. 

 
Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama good governance yang memiliki korelasi langsung dengan kualitas 

pelayanan publik. Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadikan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu area perubahan prioritas, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah daerah 

untuk menetapkan indikator kinerja yang terukur, melaporkan capaian secara periodik, dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran secara transparan [22]. Dalam kerangka teori principal-agent yang dikembangkan oleh Jensen dan 

Meckling (1976), penguatan SAKIP dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol yang didesain untuk meminimalisir perilaku 

oportunistik (moral hazard) agen birokrasi yang dapat merugikan kepentingan principal [23]. Hasil evaluasi KemenPANRB 

menunjukkan bahwa instansi pemerintah dengan nilai SAKIP yang tinggi secara konsisten menunjukkan kinerja pelayanan 

publik yang lebih baik [24], mengindikasikan adanya hubungan positif antara kekuatan mekanisme akuntabilitas dengan 

kualitas output pelayanan yang dihasilkan. Penguatan akuntabilitas kinerja di pemerintah daerah dengan demikian tidak 

hanya bermakna sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen substantif yang mendorong 

perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik melalui mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang 

sistematis. 

 
Transformasi digital merupakan dimensi reformasi birokrasi yang dalam era kontemporer memiliki dampak paling signifikan 

dan terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. Layne dan Lee (2001) dalam model 

empat tahap perkembangan e-government menggambarkan bahwa transformasi digital pemerintahan bergerak dari tahap 

katalogisasi informasi menuju tahap integrasi penuh layanan lintas instansi [15]. Di Indonesia hal ini terlihat pada 

penerapan "single window service" dimana warga dapat mengakses seluruh layanan pemerintah melalui satu pintu digital 

yang terintegrasi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi kerangka normatif yang mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi 

teknologi digital dalam proses pelayanan, mulai dari pengajuan permohonan, pemrosesan dokumen, hingga pembayaran 

retribusi. Capaian Indonesia dalam EGDI (Electronic Government Development Index) yang meningkat dari peringkat 107 
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pada tahun 2017 menjadi peringkat 64 pada tahun 2024 merupakan bukti bahwa adopsi teknologi digital dalam tata kelola 

pemerintahan telah memberikan dampak nyata yang diakui secara internasional [10]. Dengan demikian, transformasi digital 

yang diimplementasikan secara konsisten di pemerintah daerah tidak hanya memodernisasi wajah pelayanan publik, tetapi 

juga secara struktural mengurangi potensi maladministrasi melalui otomatisasi proses yang meminimalisir diskresi berlebih 

dari aparatur pelaksana. 

 
Standarisasi pelayanan publik merupakan mekanisme penjaminan kualitas yang berakar pada prinsip kesetaraan dan 

kepastian hukum dalam administrasi publik. Dalam perspektif teori quality management yang diadaptasi ke sektor publik 

oleh Pollitt dan Bouckaert (2004), standar pelayanan berfungsi sebagai acuan objektif yang memungkinkan pengukuran 

kinerja pelayanan secara sistematis [25], sekaligus menjadi landasan bagi upaya perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement) melalui siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik untuk menetapkan dan mengumumkan Standar Pelayanan. Standar ini 

pada dasarnya merupakan kontrak sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dilayani. Penilaian Kepatuhan 

Standar Pelayanan yang dilaksanakan Ombudsman RI secara periodik menjadi instrumen eksternal yang mengukur sejauh 

mana pemerintah daerah mematuhi standar yang telah ditetapkan, di mana pemerintah daerah yang berada pada zona hijau 

(kepatuhan tinggi) secara konsisten menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik dibandingkan daerah 

dengan kepatuhan rendah. Standarisasi pelayanan publik di pemerintah daerah dengan demikian bukan sekadar formalitas 

regulasi, melainkan instrumen substantif yang secara langsung menentukan kualitas pengalaman masyarakat dalam 

mengakses layanan pemerintah. 

 
Inovasi pelayanan publik merupakan dimensi reformasi birokrasi yang secara strategis berfungsi sebagai akselerator 

perubahan. Mulgan dan Albury (2003) menegaskan bahwa inovasi dalam konteks pemerintahan tidak harus selalu berupa 

terobosan teknologi besar, melainkan dapat berupa perubahan inkremental dalam proses, metode, atau desain layanan yang 

secara kumulatif menghasilkan peningkatan kualitas yang signifikan bagi pengguna layanan [26]. Konsep "one-stop service" 

atau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikembangkan pemerintah Indonesia merupakan salah satu contoh inovasi pelayanan 

yang berhasil mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi dalam satu lokasi fisik maupun digital. Penghargaan Inovasi 

Pelayanan Publik yang diselenggarakan KemenPANRB setiap tahun telah mendokumentasikan ratusan praktik inovasi dari 

pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang berhasil meningkatkan kualitas layanan secara terukur, membuktikan bahwa 

kapasitas inovatif birokrasi daerah sesungguhnya ada dan dapat dikembangkan secara sistematis. Dengan demikian, 

mendorong budaya inovasi (culture of innovation) dalam birokrasi pemerintah daerah merupakan salah satu strategi 

reformasi yang paling efektif dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. 

 
Responsivitas merupakan salah satu nilai fundamental dalam administrasi publik yang menuntut pemerintah daerah untuk 

senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Denhardt 

dan Denhardt (2003) meletakkan kepentingan warga negara (citizens) sebagai pusat orientasi pelayanan pemerintah [27]. 

Penguatan mekanisme pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan 

eksternal melalui lembaga seperti Ombudsman RI merupakan komponen integral reformasi birokrasi yang berfungsi sebagai 

sistem deteksi dini terhadap penyimpangan dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan 

saluran pengaduan yang aksesibel dan responsif mulai dari kotak pengaduan konvensional hingga platform digital seperti 

SP4N-LAPOR menciptakan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi 

dalam pengawasan kualitas pelayanan. Praktik ini mempersempit ruang bagi terjadinya penundaan berlarut, penyimpangan 

prosedur, dan berbagai bentuk maladministrasi lainnya. Bovens (2007) dalam kerangka teori democratic accountability 

menegaskan bahwa penguatan mekanisme pengaduan dapat dipahami sebagai implementasi prinsip "voice" warga negara 

dalam tata kelola pelayanan publik, yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pasif pelayanan melainkan sebagai 

aktor aktif yang turut menentukan kualitas layanan yang diterimanya [28]. Penguatan sistem pengawasan dan penanganan 

pengaduan yang terintegrasi di pemerintah daerah dengan demikian secara langsung berkontribusi pada peningkatan 

responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

 
Keberhasilan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik harus dapat diverifikasi melalui pengukuran 

yang berpusat pada persepsi dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, bukan semata-mata berdasarkan laporan 

kinerja internal birokrasi yang berpotensi bias dan bersifat self-serving. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang 

diwajibkan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 merupakan instrumen pengukuran berbasis citizen 

feedback yang mengoperasionalkan prinsip "citizen-centric governance" dalam konteks evaluasi pelayanan publik, di mana 

masyarakat menjadi hakim utama atas kualitas layanan yang mereka terima dari pemerintah daerah. Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1988) dalam perspektif teori service quality (ServQual) menyatakan bahwa kualitas pelayanan diukur 

dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi pelanggan dengan persepsi aktual mereka terhadap layanan yang diterima [29]. 

Reformasi birokrasi yang berhasil akan tercermin dalam peningkatan nilai SKM secara konsisten dari tahun ke tahun, yang 

mengindikasikan bahwa berbagai program perbaikan yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

yang dihasilkan dari SKM tidak hanya berfungsi sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai kompas strategis yang 

memandu pemerintah daerah dalam memprioritaskan area-area pelayanan yang paling membutuhkan perbaikan dalam 

siklus reformasi birokrasi berikutnya. 

 
Reformasi birokrasi tidak dapat dipandang sebagai serangkaian program yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus 

dipahami sebagai sebuah sistem yang saling terkait dan berinteraksi dalam kerangka besar terwujudnya good governance di 

tingkat pemerintah daerah. UNDP (1997) mendefinisikan good governance melalui sembilan karakteristik utama, yakni 

partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi 

strategis [30]. Penataan kelembagaan dan standarisasi pelayanan memperkuat aspek efektivitas dan efisiensi, penguatan 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://doi.org/10.21070/acopen
https://umsida.ac.id/


Academia Open 

Vol. 11 No. 1 (2026): June 

DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14012 

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

11/15 

 

 

SAKIP dan mekanisme pengawasan mendorong akuntabilitas dan transparansi, reformasi manajemen SDM berbasis merit 

membangun kapabilitas aparatur yang responsif, sementara transformasi digital dan inovasi pelayanan memperluas 

aksesibilitas dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan. 

 

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Implementasi Reformasi Birokrasi 

dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah 

Reformasi birokrasi di pemerintah daerah bukanlah proses yang berlangsung dalam ruang hampa. Sebagai sebuah upaya 

perubahan yang sistemik dan berkelanjutan, implementasinya sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara berbagai 

kekuatan yang dapat mendorong percepatan atau justru menghambat laju perubahan itu sendiri. Keberhasilan suatu daerah 

dalam mentransformasi birokrasinya menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang 

prima ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola faktor-faktor internal dan eksternal yang 

memengaruhi proses tersebut. 

 
Kepemimpinan merupakan faktor pendorong yang paling determinan dalam menentukan keberhasilan implementasi 

reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Tanpa komitmen dan visi yang kuat dari pemimpin daerah, seluruh agenda 

reformasi akan tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif yang kehilangan substansi transformatifnya. Burns (1978) 

dalam teorinya tentang kepemimpinan transformasional membedakan antara transactional leadership yang hanya 

mempertahankan status quo melalui pertukaran insentif-hukuman, dengan transformational leadership yang secara aktif 

menggerakkan perubahan fundamental melalui inspirasi, artikulasi visi, dan pemberdayaan bawahan [31]. Dalam konteks 

reformasi birokrasi daerah, hanya pemimpin transformasional yang mampu mendorong perubahan budaya birokrasi. Kepala 

daerah yang memiliki political will kuat terhadap reformasi akan secara aktif mengalokasikan anggaran yang memadai, 

menetapkan target kinerja pelayanan yang terukur, dan membangun sistem reward and punishment yang tegas, sehingga 

menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi tumbuhnya budaya pelayanan publik. 

 
Sejalan dengan peran sentral kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor pendorong berikutnya 

yang secara langsung menentukan output pelayanan publik di pemerintah daerah. Kompetensi dan integritas aparatur sipil 

negara merupakan dua pilar yang secara simultan menentukan kualitas pelayanan. Boyatzis (1982) dalam teori 

kompetensinya menegaskan bahwa kinerja efektif dalam suatu jabatan ditentukan oleh karakteristik dasar individu yang 

mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan [32]. Dalam konteks aparatur daerah, ini berarti 

pengembangan SDM harus bersifat holistik, tidak sekadar pelatihan teknis, melainkan juga pembentukan nilai dan etos 

pelayanan (service ethos) yang kuat. Sementara itu, konsep integritas dalam administrasi publik menurut Huberts (2014) 

merujuk pada kualitas aparatur yang tindakan-tindakannya konsisten dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan 

yang berlaku [33]. Penerapan merit system yang konsisten dalam manajemen ASN sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 

Tahun 2014 merupakan mekanisme institusional untuk memastikan posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memenuhi 

standar kompetensi dan integritas yang dipersyaratkan, sekaligus sistem reward and punishment yang tegas menjadi 

instrumen untuk memelihara integritas aparatur dalam jangka panjang. 

 
Koordinasi lintas sektor merupakan faktor pendorong struktural yang menentukan apakah reformasi birokrasi mampu 

menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi masyarakat, atau justru terfragmentasi di balik sekat-sekat kelembagaan 

yang tidak saling terkoneksi. Ansell dan Gash (2008) dalam teori collaborative governance menegaskan bahwa kolaborasi 

antarlembaga menghasilkan sinergi yang melampaui kapasitas masing-masing lembaga apabila beroperasi secara terpisah 

[34]. Kolaborasi memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang secara kolektif menghasilkan solusi 

layanan yang lebih komprehensif dan efisien bagi warga. Keberhasilan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan 

layanan berbagai instansi dalam satu atap membuktikan bahwa koordinasi lintas sektor yang terkelola dengan baik mampu 

memangkas waktu, biaya, dan kerumitan yang harus ditanggung masyarakat. Penguatan koordinasi merupakan investasi 

kelembagaan yang imbal hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, dan efektivitasnya akan semakin kuat manakala 

disertai dengan tekanan akuntabilitas dari partisipasi publik yang aktif. 

 
Koordinasi internal yang baik antarinstansi pemerintah perlu dilengkapi dengan keterlibatan aktif masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Partisipasi publik dan kontrol sosial masyarakat merupakan faktor pendorong eksternal yang memiliki 

kekuatan signifikan dalam mendorong efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik di pemerintah daerah. Teori deliberative democracy yang dikembangkan oleh Habermas (1984) melalui konsep 

"communicative rationality" menekankan pentingnya ruang publik (public sphere) yang bebas dan terbuka sebagai wahana 

bagi warga negara untuk mempengaruhi kebijakan dan kinerja pemerintah melalui proses deliberasi yang rasional [35]. 

Dalam konteks pelayanan publik, ruang publik ini terwujud melalui forum konsultasi publik, mekanisme pengaduan, media 

sosial, dan berbagai platform partisipasi warga lainnya. Arnstein (1969) dalam "ladder of citizen participation" menyatakan 

bahwa kualitas reformasi birokrasi suatu daerah dapat diukur dari seberapa tinggi tangga partisipasi yang mampu 

diwujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publiknya [36]. Masyarakat yang aktif 

berpartisipasi dan kritis terhadap kualitas pelayanan akan menciptakan tekanan akuntabilitas eksternal yang berfungsi 

sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan birokrasi untuk beroperasi dalam logika internalnya sendiri yang tidak selalu 

selaras dengan kepentingan publik. 

 
Tekanan akuntabilitas dari masyarakat hanya akan berdampak jangka panjang apabila diimbangi dengan kepastian hukum 

dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah. Komitmen regulasi dan konsistensi kebijakan merupakan faktor pendorong 

yang menentukan keberlanjutan (sustainability) reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Tanpa landasan hukum yang kuat 

dan konsisten, program-program reformasi rentan terhadap fragmentasi kebijakan, inkonsistensi implementasi, dan 

kemunduran setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah. DiMaggio dan Powell (1983) dalam institutional theory 
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menyatakan bahwa keberlanjutan reformasi birokrasi sangat bergantung pada seberapa kuat tekanan isomorfik baik koersif 

dari regulasi pemerintah pusat, normatif dari standar profesi administrasi publik, maupun memetik dari praktik terbaik 

daerah lain yang mendorong pemerintah daerah untuk secara konsisten menginternalisasi nilai-nilai good governance dalam 

tata kelola pelayanan publiknya [37]. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan berbagai regulasi turunannya telah 

menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh tingkatan pemerintahan, 

namun efektivitas kerangka regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah pusat dalam melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah serta memberikan konsekuensi yang nyata bagi daerah yang tidak 

menunjukkan kemajuan reformasi. 

 
Dalam praktiknya, faktor pendorong selalu berhadapan dengan berbagai hambatan yang secara konsisten muncul dan 

menguji ketahanan agenda reformasi. Di antara berbagai faktor penghambat yang dihadapi reformasi birokrasi di 

pemerintah daerah, budaya birokrasi patrimonial merupakan hambatan paling dalam dan paling sulit ditransformasi. Hal ini 

dikarenakan budaya birokrasi patrimonial berakar pada konstruksi sosial-historis yang telah terinternalisasi dalam nilai, 

sikap, dan perilaku aparatur selama berpuluh-puluh tahun [38]. Weber (1922) dalam tipologi otoritasnya membedakan 

antara otoritas rasional-legal yang menjadi dasar birokrasi modern dengan otoritas patrimonial yang mengandalkan loyalitas 

personal dan hubungan patron-klien [39]. Warisan budaya patrimonial hingga kini masih menghantui birokrasi pemerintah 

daerah di Indonesia, di mana kesetiaan kepada atasan dan jaringan personal seringkali mengungguli kepatuhan kepada 

regulasi dan standar pelayanan yang berlaku. 

 
Riggs (1964) dalam teori prismatic society menggambarkan kondisi birokrasi negara-negara berkembang yang terperangkap 

antara model birokrasi tradisional dan modern, sehingga melahirkan fenomena "fused-prismatic" [40]. Fenomena di mana 

aparat secara formal mengadopsi struktur birokrasi modern namun secara substantif masih beroperasi dengan logika 

patrimonial yang mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan publik [41]. Budaya patrimonial ini secara 

praktis termanifestasi dalam berbagai perilaku disfungsional yang menghambat pelayanan publik, seperti praktik "titipan" 

dalam rekrutmen pegawai, proteksi terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran atas dasar kedekatan personal, hingga 

ketergantungan masyarakat pada "orang dalam" untuk memperlancar akses pelayanan. Mengatasi hambatan budaya ini 

membutuhkan strategi yang jauh melampaui reformasi struktural-prosedural, yakni intervensi yang bersifat transformasi 

nilai (value transformation) yang sistematis dan jangka panjang melalui pendidikan, keteladanan kepemimpinan, dan 

penguatan sistem integritas yang konsekuen. 

 
Hambatan budaya patrimonial yang bersifat struktural-kultural tersebut diperkuat oleh resistensi aktif dari aparatur yang 

merasa terancam oleh perubahan, sehingga menciptakan lapisan hambatan perilaku yang memperlambat laju reformasi. 

Resistensi birokrasi terhadap perubahan merupakan fenomena universal yang secara konsisten muncul dalam setiap proses 

reformasi organisasi publik dan menjadi salah satu faktor penghambat yang paling persisten untuk diatasi. Teori perubahan 

organisasi yang dikembangkan oleh Lewin (1951) menggambarkan bahwa setiap proses perubahan harus berhadapan 

dengan "driving forces" yang mendorong perubahan dan "restraining forces" yang menolak perubahan [42]. Restraining 

forces dalam birokrasi pemerintah daerah seringkali lebih kuat karena aparatur yang telah lama berada dalam sistem 

memiliki kepentingan yang terlindungi oleh status quo. Kotter dan Schlesinger (1979) mengidentifikasi empat akar 

penyebab resistensi terhadap perubahan, yakni kepentingan pribadi (parochial self-interest), kesalahpahaman 

(misunderstanding), rendahnya toleransi terhadap perubahan, dan perbedaan penilaian (different assessment) [43]. 

Resistensi ini secara praktis termanifestasi dalam lambatnya adopsi sistem e-government, rendahnya kepatuhan terhadap 

standar pelayanan yang ditetapkan, tidak konsistennya penerapan merit system, hingga berlanjutnya praktik informal dalam 

proses pelayanan meskipun telah ada regulasi yang melarangnya. 

 
Budaya patrimonial dan resistensi birokrasi merupakan hambatan yang bersifat internal-kultural, sedangkan keterbatasan 

kapasitas fiskal pemerintah daerah merupakan hambatan struktural-material yang dampaknya juga signifikan dalam 

membatasi ruang gerak implementasi reformasi birokrasi. Oates (1972) dalam teori fiskal federalisme menegaskan bahwa 

efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kesesuaian antara kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dengan 

kapasitas fiskal yang tersedia [44]. Kondisi yang dikenal sebagai "fiscal gap" dan ketidaksesuaian ini berpotensi melahirkan 

unfunded mandate yang memaksa pemerintah daerah menjalankan agenda reformasi tanpa dukungan anggaran yang 

memadai. Realitas di Indonesia menunjukkan disparitas fiskal antardaerah yang sangat lebar, di mana daerah dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi mampu berinvestasi lebih besar dalam infrastruktur pelayanan dan pengembangan 

aparatur [45], sementara daerah dengan ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki ruang fiskal 

untuk membiayai program-program reformasi yang bersifat investasi jangka panjang [46]. Paradoks yang muncul adalah 

bahwa daerah-daerah yang paling membutuhkan perbaikan pelayanan justru merupakan daerah yang paling terbatas 

kapasitas fiskalnya. 

 
Keterbatasan anggaran yang dialami banyak daerah secara langsung berdampak pada ketersediaan infrastruktur digital, 

yang di era modern ini telah menjadi prasyarat utama bagi transformasi pelayanan publik. Keterbatasan infrastruktur digital 

merupakan faktor penghambat yang secara struktural membatasi kemampuan pemerintah daerah terutama daerah 

tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengimplementasikan transformasi digital pelayanan publik. Rogers (1962) 

dalam teori difusi inovasi menjelaskan bahwa adopsi teknologi baru dalam suatu sistem sosial dipengaruhi oleh karakteristik 

inovasi itu sendiri, termasuk kompleksitasnya (complexity) dan ketergantungannya pada infrastruktur pendukung 

(trialability) [47]. Dalam konteks e-government, ketergantungan pada infrastruktur jaringan internet yang stabil dan 

terjangkau menjadi prasyarat yang tidak dapat dinegosiasi. Van Dijk (2006) dalam mengidentifikasi empat jenis akses digital 

yang harus dipenuhi agar transformasi digital dapat berjalan inklusif, yakni motivational access, material access, skills 

access, dan usage access [48] yang mana di banyak pemerintah daerah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil, 

keempat jenis akses ini masih belum terpenuhi secara memadai baik dari sisi aparatur pemerintah maupun masyarakat 

pengguna layanan. Kondisi ini menuntut strategi reformasi digital yang bersifat adaptif dan tidak one-size-fits-all, di mana 
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pemerintah daerah harus mampu merancang model pelayanan yang optimal sesuai dengan ketersediaan infrastruktur yang 

ada, termasuk mempertahankan saluran pelayanan konvensional sebagai komplementer bagi layanan digital untuk 

memastikan tidak ada warga yang tertinggal (leaving no one behind). 

 
Easton (1965) memandang pemerintah daerah sebagai sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya 

[49]. Faktor-faktor pendorong berfungsi sebagai energi positif yang menggerakkan sistem menuju keseimbangan baru yang 

lebih baik, sementara faktor-faktor penghambat berfungsi sebagai entropi yang menahan laju perubahan. Efektivitas 

reformasi pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor kunci untuk memastikan energi positif senantiasa 

melampaui entropi negatif secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam tata kelola yang kompleks, efektivitas reformasi 

bergantung pada kemampuan membangun koalisi perubahan [50]. Koalisi yang kuat mampu secara kolektif memaksimalkan 

faktor pendorong dan menetralisir hambatan yang ada. Oleh karena itu, strategi reformasi birokrasi yang efektif haruslah 

bersifat kontekstual dan adaptif dengan mempertimbangkan secara cermat konfigurasi unik faktor pendorong dan 

penghambat di masing-masing daerah. 

 

Simpulan 

Reformasi birokrasi memiliki peran yang determinan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di pemerintah daerah 

melalui delapan dimensi perubahan yang saling berkaitan, yakni penataan kelembagaan, reformasi manajemen SDM 

berbasis merit, penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi digital, standarisasi pelayanan, inovasi, penguatan 

pengawasan, serta orientasi pada kepuasan masyarakat. Efektivitas implementasi reformasi tersebut dipengaruhi oleh 

interaksi dinamis antara faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Dengan demikian, keberhasilan reformasi 

birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, 

melainkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan faktor pendorong sekaligus meminimalisir dampak 

faktor penghambat secara sistematis dan berkelanjutan. 

 
Penelitian ini merekomendasikan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat political will kepala daerah sebagai motor 

utama reformasi, menjadikan penerapan merit system sebagai prioritas yang tidak dapat ditawar dalam manajemen ASN, 

dan mengembangkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur guna menghadirkan pelayanan yang terintegrasi 

bagi masyarakat. Pemerintah pusat direkomendasikan untuk mengatasi ketimpangan kapasitas antardaerah melalui 

dukungan fiskal afirmatif dan percepatan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T, agar manfaat reformasi birokrasi 

dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

mengembangkan kajian komparatif antardaerah dengan metode campuran (mixed methods) guna menghasilkan model 

reformasi birokrasi yang lebih kontekstual, terukur, dan dapat dijadikan rujukan kebijakan yang operasional bagi 

pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 
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